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ABSTRAK 

 

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak jarang menimbulkan 

perdebatan yuridis, terutama apabila amar putusan dinilai berbeda atau melebihi 

tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Salah satu asas yang sering dikaitkan 

dengan fenomena tersebut adalah Asas Ultra Petita dalam hukum acara pidana. 

Fokus penelitian pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk menarik dikaji 

karena Majelis Hakim tidak menaikkan nilai uang pengganti melampaui tuntutan, 

sementara di sisi lain tidak mengabulkan tuntutan perampasan aset. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: Pertama, 

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhi putusan diatas tuntutan 

jaksa pada perkara tersebut; dan Kedua, Apakah penjatuhan putusan tersebut 

memenuhi kualifikasi Ultra Petita dan bagaimana legalitasnya dalam hukum acara 

pidana. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang 

bertujuan untuk mengkaji kaidah dan norma hukum yang berlaku, meliputi asas 

hukum, norma hukum, sistem hukum, serta peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Untuk 

melengkapi analisis, penelitian ini juga didukung dengan data lapangan melalui 

wawancara dengan praktisi hukum guna memperoleh pandangan mengenai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan teori pertimbangan hakim serta asas ultra petita dalam 

perkara pidana. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualifikasi Ultra Petita dalam 

hukum acara pidana merupakan tindakan yang legal dan sah secara hukum. Batasan 

hakim dalam perkara pidana merujuk secara rigid pada Surat Dakwaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bukan pada surat tuntutan 

(requisitoi). Legalitas penjatuhan pidana yang melampaui tuntutan ini berpijak pada 

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang memnberikan mandat kepada 

hakim untuk memutus berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah. Dengan 

demikian, penerapan Ultra Petita dalam perkara ini merupakan penggunaan 

kewenangan hakim yang rasional dan proposional demi mencapai tujuan 

pemidanaan dan pemulihan keuangan negara secara maksimal, bukan sebuah 

penyimpangan hukum. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Ultra Petita, Tindak Pidana Korupsi 
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ABSTRACT 

 
Judicial decisions in corruption cases frequently spark legal debates, particularly 

when the ruling differs from or exceeds the sentence requested by the Public 

Prosecutor. One principle often associated with this phenomenon is the Ultra Petita 

principle within criminal procedural law. The focus of this research on Decision 

Number 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk is of particular interest as the Panel of Judges 

increased the value of the substitute money (uang pengganti) beyond the 

prosecutor's request, while conversely, they did not grant the request for asset 

seizure. Based on this background, this study formulates two primary problems: 

First, what are the judge's legal considerations in rendering a verdict that exceeds 

the prosecutor's request in this case; and second, does such a verdict meet the 

qualifications of Ultra Petita and what is its legality under criminal procedural law. 

This research uses a normative juridical method aimed at examining legal 

principles and norms, including legal doctrines, legal systems, and statutory 

regulations related to the object of study. The approaches used in this research are 

the statutory approach, case approach, and conceptual approach. To support the 

analysis, this research is also complemented by field data obtained through 

interviews with legal practitioners to gain practical perspectives on judicial 

reasoning in criminal judgments. The analysis employs the theory of judicial 

reasoning and the ultra petita principle in criminal cases. 

The results of this study indicate that the qualification of Ultra Petita in 

criminal procedural law is a legal and valid action. The boundaries for judges in 

criminal cases refer rigidly to the Indictment (Surat Dakwaan) as regulated in 

Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), rather than 

the prosecutor's Statement of Claims (Requisitoir). The legality of imposing a 

criminal sentence that exceeds the demand is based on Article 6 paragraph (1) of 

Law Number 48 of 2009, which mandates judges to rule based on their conviction 

and valid evidence. Thus, the application of Ultra Petita in this case constitutes a 

rational and proportional exercise of judicial authority to achieve the objectives of 

punishment and maximize the recovery of state financial losses, rather than a legal 

deviation. 

Keywords: Judicial Reasoning, Ultra Petita, Corruption Crime 
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MOTTO 

 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” 

(QS. Ar-Rahman: 60) 

“You gotta fake it ‘til you make it, and I can do it with broken heart” 

(Taylor Swift) 

“Berani dan hadapi kemudian Pasrahkan kepada-Nya” 

(Papa) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum di Indonesia kerap kali menimbulkan berbagai macam permasalahan 

sehingga penerapannya tidak selalu sesuai dengan situasi nyata di 

masyarakat. Demikian pula, hukum sebagai norma dan aturan yang berlaku 

harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat secara konsisten sesuai 

dengan ketentuan-ketentuannya, pada implementasinya seringkali berbeda 

dengan aturan yang berlaku, disebabkan norma yang ada dianggap tidak dapat 

diterapkan karena dinilai tidak relevan.1 Dalam hal ini beberapa faktor 

menjadi penyebab terjadinya hukum yang tidak relevan dengan kenyataan 

kehidupan masyarakat, satu diantaranya adalah proses pembentukan hukum 

yang bersifat top-down yang berarti hukum dibuat dengan dasar kemauan 

para penguasa atau elit, sementara pelaksana dari hukum itu sendiri adalah 

masyarakat. 

 Kendati demikian, pada praktiknya supaya hukum dapat diterapkan 

secara responsif dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, proses 

pembentukan hukum harus dibentuk secara bottom-up yakni berdasar pada 

realitas yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.2 Fenomena yang 

 
1 Rossita Trijaya Novia Murdoko, Edi Prianto, dan Vicki Dwi Purnomo, Views of 

Sociology of Law Regarding Community Social Control (2023), hlm. 213. 

 
2  Ibid. 
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kerap terjadi di Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian pada das sein 

(realita sosial) yang berbeda dengan das sollen (apa yang semestinya terjadi 

menurut aturan). Bagir Manan menyatakan bahwa hukum yang baik dalam 

pembentukannya maupun dalam penegakannya sangat dipengaruhi dengan 

kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Menurut 

Fence M. Wantu supaya seluruh peraturan hukum itu dapat terus berlangsung 

dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka seluruh peraturan hukum 

yang berlaku harus sejalan dengan asas dan prinsip keadilan dari masyarakat 

itu sendiri.3  

 Salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan di tengah kehidupan 

masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan extra ordinary 

crime, hal ini karena korupsi berpengaruh negatif pada ekonomi, 

kepercayaan, dan stabilitas seluruh lapisan masyarakat secara langsung. 

Korupsi di mata masyarakat adalah suatu perbuatan keji yang tidak selaras 

dengan norma sehingga ditentang sebab pada perbuatannya dinilai tidak 

sesuai dengan moral karena menggunakan kekayaan negara guna 

memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan penyalahgunaan 

wewenang. Menurut Robert Klitgaard, korupsi merupakan tingkah laku 

menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena 

 
3 Tuti Khairani Harahap, et al., Pengantar ilmu hukum, (Penerbit Tahta Media, 2023), 

hlm. 2. 
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memberikan keuntungan status atau uang bagi diri pribadi, atau melanggar 

aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.4 

 Diberlakukannya Undang-Undang Korupsi adalah sebagai upaya 

untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.5  Kejahatan 

korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang 

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai 

Pemberantasan Kejahatan Korupsi. Dalam upaya pemberantasan dan 

penegakan keadilan hukum tipikor, kedudukan jaksa dinilai sangat strategis 

di mana telah tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan penuntutan, di tahap 

pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh hakim. 

 Di samping itu, dalam konteks negara hukum memiliki materi 

tentang peradilan bebas yang berarti peradilan memiliki kebebasan 

sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and 

impartial judiciary) bersifat wajib untuk ada di setiap negara hukum.  Hakim 

dilarang terpengaruh dengan apapun dan siapapun, baik karena dorongan 

kepentingan wewenang dan jabatan (politik) ataupun kepentingan uang 

(ekonomi) dalam menjalankan tugas judisialnya. Ketika hakim menjalankan 

 
4 Robert Klitgaard, dikutip dalam Jusuf Kristianto, and MHA MM. "Pengertian 

Korupsi." Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas (2022), hlm. 164. 

 
5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika, 2023), hlm. 4. 
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tugasnya, hakim dilarang untuk berpihak pada siapapun kecuali berpihak 

pada keadilan dan kebenaran.  Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh 

dengan dorongan perilaku material yang berpotensi menjadikan putusan 

bersifat tidak imparsial dan netral akibat dari ketidakjujuran pikiran dan hati 

nuraninya.6 

 Kendati demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang hakim, 

proses pemeriksaan perkara yang dilakukan harus secara terbuka, dan ketika 

akhirnya hakim menjatuhi putusan, hakim mesti menghayati nilai-nilai 

keadilan yang hidup berkembang di tengah masyarakat. Hakim bukan hanya 

sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, namun 

hakim berperan aktif melalui kewenangan penemuan hukum. Hakim berperan 

sebagai penyambung suara keadilan yang menyuarakan keadilan yang 

tumbuh di tengah-tengah masyarakat.7 Dalam praktiknya, sering ditemukan 

hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal ini 

memicu perdebatan terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengambil 

keputusan. Fokus utamanya adalah bagaimana logika atau alasan hukum yang 

disusun hakim dalam putusannya sehingga ia berani mengambil langkah 

untuk memutus lebih tinggi dari apa yang diminta oleh penuntut umum. 

 Tindakan Hakim ini disebut dengan Ultra Petita. Ultra Petita 

melarang hakim untuk memutus perkara melebihi apa yang dituntut oleh para 

 
6 Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan asas keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi." Gorontalo Law 

Review, Vol. 3:2 (2020), hlm. 176. 

 
7 Bambang Sugianto, Dedeng Zawawi, dan Muhammad Nur Amin. Asas-Asas Hukum 

Tata Negara (Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2022), hlm. 113. 
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pihak, di mana dalam hal ini ‘pihak’ yang dimaksud adalah jaksa penuntut 

umum, sebab beresiko melanggar hak terdakwa dan prinsip imparsialitas. 

Hakim dapat dinilai telah melampaui wewenangnya jika hakim menjatuhi 

putusan tidak dengan mempertimbangkan surat dakwaan yang sebagaimana 

berfungsi untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 

Secara umum, hal menjatuhkan putusan diluar dakwaan disebut sebagai Ultra 

Petita.8 Pengaturan tentang Ultra Petita telah diatur dalam Pasal 178 ayat (2) 

dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.9 Adapun pengertian Ultra 

Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak 

dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.10 

 Masalah ini terlihat terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, 

dimana hakim dihadapkan pada kepentingan untuk mencapai keadilan 

substantif dan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Hal ini dapat 

menimbulkan persoalan hukum ketika putusan hakim ternyata melebihi 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dari segi pidana pokok, denda, 

uang pengganti maupun pidana pengganti. 

 Fenomena ini tampak dalam kasus korupsi pada Putusan Nomor 

8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yang menyangkut tentang seorang wiraswasta 

bernama Robinson Saalino melakukan tindak pidana korupsi. Dalam perkara 

 
8 Sanny Nuyessy Putri dan Ade Adhari, "Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam 

Putusan No. 378/PID. SUS/2022/PN. SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita." Ranah 

Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7:1 (2024), hlm. 688. 

 
9 Ibid. 

 
10 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Sinar Gafika, Jakarta, 2008), hlm. 80. 
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ini jaksa penuntut umum, menuntut 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar 

Rp 300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 

dengan pidana kurungan selama 3 bulan, serta menetapkan Terdakwa untuk 

membayar uang pengganti sebesar Rp 2.952.002.940 dengan ketentuan 

apabila dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum 

tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita 

untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup 

untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara 

sebagai pengganti uang pengganti selama 4 tahun, serta menuntut untuk 

menetapkan perampasan aset milik Terdakwa kepada Negara dari hasil tindak 

pidana korupsi berupa keuntungan yang diambil oleh Terdakwa dari 

pemanfaatan Tanah Kas Desa tanpa ijin untuk rumah tinggal/ tanah kavling 

selama 20 tahun sebesar Rp 16.073.060.900. 

  Namun, pada putusannya, majelis hakim mengadili berupa pidana 

penjara 8 tahun dengan denda yang lebih tinggi yaitu Rp 400.000.000 dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 4 bulan,  hakim secara signifikan menaikkan jumlah 

uang pengganti menjadi Rp 16.073.060.900 yang sama nilainya dengan nilai 

aset yang sebelumnya diminta untuk dirampas. Apabila uang pengganti tidak 

dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 
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Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 5 tahun. 

 Perbedaan yang signifikan antara apa yang dituntut Jaksa dengan 

apa yang diputus oleh hakim ini menunjukkan adanya pergeseran penafsiran 

hukum di tingkat hakim. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai 

bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyusun argumentasi 

penjatuhan pidana tersebut. Penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah 

tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM 

HAKIM TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA 

KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 

yang melebihi tuntutan penuntut umum pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Yyk? 

2. Apakah penjatuhan putusan tersebut memenuhi kualifikasi Ultra Petita 

dan bagaimana legalitasnya dalam hukum acara pidana? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah 
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dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a) Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum 

pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk terkait tindak 

pidana korupsi. 

b) Untuk mengkaji ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Asas 

Ultra Petita dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.                          

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat 

teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum dalam kajian hukum acara pidana 

dan praktik peradilan pidana khususnya pada putusan hakim yang 

melebihi tuntutan jaksa dalam perkara dalam tindak pidana 

korupsi serta dapat menjadi referensi untuk kalangan peneliti dan 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

batas-batas kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana 

yang relevan. 

b. Secara Praktis 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat 

luas dalam bidang akademis tentang bagaimana putusan 

oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum 
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dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya 

terhadap tujuan hukum pidana; 

2) Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas 

kepada pihak-pihak penegak hukum, terutama hakim dan 

jaksa tentang sejauh mana hakim dapat melampaui tuntutan 

tanpa melanggar prinsip keadilan; 

3) Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk 

menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa 

penuntut umum dalam relevansinya terhadap tujuan hukum 

pidana. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau literatur review adalah sebuah kajian yang memiliki 

tujuan untuk mengkaji ulang literatur guna memahami penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti penyusun, guna 

untuk menghindari kesamaan dalam penelitian.11Berikut penelitian ilmiah 

yang relevan, diantaranya: 

 Pertama, Penelitian yang berjudul “Kebebasan Hakim Dalam 

Penjatuhan Putusan Perkara Pidana (Studi Terhadap Alasan-Alasan Tidak 

Diterimanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), yang dilakukan oleh Farid 

 
11 Nanang Faisol Hadi dan Nur Kholik Afandi, "Literature review is a part of 

research." Sulawesi Tenggara Educational Journal, Vol.1:3 (2021), hlm. 65. 
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Yulian Nur Furqoni dan Kuswardani.12 Penelitian ini membahas tentang 

ruang gerak hakim dalam perkara pidana secara independent tanpa adanya 

ikatan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Pada penelitian ini ditegaskan 

bahwa dalam praktiknya, hakim mempunyai kewenangan diskresioner untuk 

tidak menerima tuntutan jaksa apabila hakim menganggap tuntutan tersebut 

tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan atau tidak selaras dengan 

keadilan subtantif. Penelitian ini menjadi sangat relevan dengan fokus dalam 

proposal ini yang membahas mengenai putusan hakim yang melebihi tuntutan 

jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan pada 

penelitian ini adalah penelitian ini tidak berfokus pada penolakan tuntutan 

jaksa, melainkan le bih kepada putusan hakim yang justru melebihi tuntutan 

jaksa.  

 Kedua, Penelitian yang berjudul “Legalitas Penjatuhan Sanksi 

Pidana dalam Putusan No. 378/PID.SUS/2022/PN.SMN ditinjau 

Berdasarkan Prinsip Ultra Petita” yang dilakukan oleh Sanny Nuyessy Putri 

dan Ade Adhari.13  Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana hakim 

dalam perkara pidana kesusilaan dan pemerasan menjatuhkan putusan pidana 

yang lebih berat dibandingkan dengan tuntuan jaksa. Pada penelitian ini, 

penulis berfokus pada legalitas putusan hakim yang menjatuhkan sanksi 

 
12 Farid Yulian Nur Furqoni dan Kuswardani, "Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan 

Putusan Perkara Pidana (Studi Terhadap Alasan–Alasan Tidak Diterimanya Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum)." UNES Law Review, Vol. 5:4 (2023). 

 
13 Sanny Nuyessy Putri dan Ade Adhari, "Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam 

Putusan No. 378/PID. SUS/2022/PN. SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita." Ranah 

Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7:1 (2024). 
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pidana diatas tuntutan jaksa dalam perkara pidana kesusilaan dan pemerasan, 

penelitian ini menganalisis tentang potensi terjadinya pelanggaran terhadap 

prinsip Ultra Petita serta menjelaskan tentang bagaimana hakim tetap 

dianggap sah menjatuhkan putusan demikian selama tidak melanggar hukum 

acara dan tetap berpijak pada asas keadilan subtantif. Dalam penelitian ini, 

penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara tersebut, putusan hakim dinilai 

bertentangan dengan prinsip Ultra Petita sebab hakim memutus perkara 

melebihi tuntuan jaksa tanpa adanya dasar yuridis yang memadai.  

 Ketiga, Penelitian yang berjudul “Legalitas Ultra Petita Dalam 

Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan” yang dilakukan oleh Luis.14 

Penelitian tersebut membahas fenomena putusan hakim yang menjatuhkan 

putusan di luar apa yang didakwakan oleh penuntut umum, yakni Ultra 

Petita, dan menganalisisnya dari segi legalitas dalam hukum acara pidana. 

Dalam artikel ini dikemukakan bahwa putusan Ultra Petita bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mensyaratkan bahwa 

musyawarah hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan bukti yang 

disampaikan di persidangan, sehingga setiap putusan yang melebihi apa yang 

didakwakan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait kewenangan 

hakim dan ketidakpastian hukum. Studi ini juga menekankan pentingnya 

peran hakim untuk tetap berpegang pada ketentuan undang-undang dalam 

menjatuhkan putusan demi menjaga fungsi hukum sebagai jaminan keadilan, 

 
14 Luis, Luis, "Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan 

Pengadilan”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4:2 (2021). 
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kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Referensi ini memberikan 

dasar teoritis dan yuridis terhadap pembahasan Ultra Petita serta 

menunjukkan bahwa praktik putusan yang melampaui dakwaan dapat 

berdampak pada pelanggaran prinsip Asas legalitas dalam hukum acara 

pidana. 

 Keempat, Penelitian yang berjudul “Putusan Hakim dalam Memutus 

Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum” yang dilakukan oleh Edo 

Juniansyah, Saipuddin Zahri.15  Penelitian ini menyoroti dinamika 

kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak sepenuhnya 

sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam penelitian ini 

menekankan bahwa meskipun secara formil KUHAP mengatur bahwa 

putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan, namun dalam 

praktiknya terdapat keadaan tertentu hakim dapat menerobos batasan 

dakwaan demi mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan subtantif 

di masyarakat. Dalam konteks hukum progresif, hal tersebut didasarkan pada 

pertimbangan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan. Pandangan ini 

menilai bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan mempunyai 

wewenang untuk menerapkan hukum yang tepat meskipun tidak secara 

eksplisit diminta oleh pihak yang berperkara. Namun demikian, penelitian ini 

juga menyoroti adanya potensi untuk menimbulkan persoalan keabsahan 

apabila melampaui batas-batas kewenangan formil, sebagaimana yang telah 

 
 15 Edo Juniansyah dan Saipuddin Zahri, “Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 24:1 (2024). 
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diatur dalam Ultra Petita. Sehingga, jurnal ini memberikan landasan penting 

dalam menganalisis bagaimana kebebasan hakim harus ditempatkan dalam 

koridor hukum yang tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum. 

 Kelima, Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Yang 

Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)”, karya 

Pandan Safira.16 Dalam skripsi tersebut penulis menganilis tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan 

jaksa penuntut umum serta menilai kesesuainnya dengan tujuan pemidanaan. 

Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya hakim pada kondisi tertentu 

menjatuhkan putusan yang lebih berat dibandingan tuntutan jaksa dengan 

mendasarkan pertimbangannya pada penilaian terhadap fakta-fakta hukum 

yang terungkap di persidangan. Namun demikian, putusan yang melebihi 

tuntutan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait asas Ultra Petita, 

karena amar putusan telah melampaui apa yang dimohonkan oleh penuntut 

umum. Kondisi ini dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta 

membuka peluang dilakukan upaya hukum lanjutan. Temuan dalam skripsi 

ini relevan bagi penelitian penulis karena menunjukkan pentingnya pengujian 

terhadap batas kewenangan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, 

yang dalam penelitian ini dianalisis lebih lanjut dalam konteks perkara tindak 

pidana korupsi pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. 

 
 16  Pandan Safira, “Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jakssa Penuntut 

Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 

48/Pid.Sus/2023/PN Gdt,” BS Thesis, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (2025). 
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E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis (theoretical framework) adalah suatu teori yang disusun 

tentang gejala-gejala tertentu yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lain sehingga membentuk ruang lingkup penelitian. Kerangka Teori 

dalam penelitian hukum adalah struktur  yang digunakan peneliti untuk 

menjabarkan teori, konsep serta gagasan yang berkaitan dengan topik 

pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.17 Kerangka teori bertujuan 

untuk menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis 

maka keberadaan teori tersebut dijadikan sebagai dasar dalam memberikan 

prekripsi atau penilaian menurut hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam menjatuhkan putusan untuk suatu perkara, hakim harus 

mempertimbangkan berbagai hal yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara hukum dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berperkara.18 

Penalaran hukum adalah sebuah bagian penting untuk dilakukan bagi 

seorang hakim.19 Penalaran hukum merupakan sebuah proses 

 
 17 M. H. Muksalmina, Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian 

Hukum (Banten: Sada Kurnia Persada, 2023), hlm. 43. 

 
 18 Eko Ari Wibowo, “Kajian Sosiologis Terhadap Legal Reasoning Pemberlakuan Norma 

Kesopanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Di Indonesia” Journal Sumber 

Hukum, Vol. 2:1 (2014), hlm. 32. 

 

 19 Mahlil Adriaman, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum (Yayasan Tri Edukasi 

Ilmiah, 2024), hlm. 12. 
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penggunaan alas an alas anhukum (Legal Reasons) untuk membentuk 

suatu sikap hukum dalam bentuk putusan hakim.20 Legal Reasoning 

dipahami sebagai proses pencarian “reason” tentang dasar 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan 

dalam suatu perkara, bagaimana pengacara menyusun argumentasi 

hukum dan bagaimana seorang ahli hukum melakukan penalaran 

terhadap permasalahan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, legal 

reasoning ini berguna dalam pengambilan pertimbangan oleh hakim 

dalam menjatuhi putusan pada suatu perkara.  

 Sudarto menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan 

tahap akhir dalam proses perkara pidana, sehingga dalam 

mempertimbangan putusan pidana terhadap terdakwa harus memuat 

beberapa aspek pertimbangan diantaranya:21 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis berarti bahwa dalam mengambil putusan 

hakim harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan secara 

formil. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa kecuali 

 
 20 Ibid, hlm. 14. 

 

 21 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 67. 
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sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, agar tindakan yang 

dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana.22 

b. Pertimbangan Filosofis 

Pertimbangan filosofis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana 

tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap 

pelaku kejahatan tindak pidana namun juga sebagai upaya agar 

terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.23 

c. Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan sosiologis berarti dalam pengambilan putusan 

hakim dalam memberi pertimbangan dapat melihat latar belakang 

dari seorang terdakwa dan mampu memperhatikan tentang 

manfaat terhadap kehidupan masyarakat. 

2. Asas Ultra Petita 

Dalam prinsipnya, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman 

terhadap terdakwa apabila perbuatan yang dilakukan tidak didakwakan 

oleh jaksa penuntut umum.24 Menurut I.P.M. Ranuhandoko, Ultra 

Petita adalah penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis hakim 

pada perkara tertentu yang pada putusannya melampaui apa yang 

 
 22 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: 

Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2010). hlm. 129. 
 

 23 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Ctk. 

Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 126-127. 

 

 24 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 

39. 
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dimohonkan dalam tuntutan atau dakwaan oleh jaksa penuntut umum 

atau memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta dalam 

perkara tersebut.25 Menurut Yahya Harahap, Ultra Petita adalah 

mengabulkan tuntutan diluar dari apa yang dituntut ataupun lebih 

besar.26 

Ultra Petita pada mulanya dikenal dalam Hukum Acara 

Perdata, yang dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara yaitu 

dilarang untuk memutus melebihi apa yang dimohonkan. Ketentuan 

Ultra Petita tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het 

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 

189 ayat (2) dan (3) Rbg yang menyatakan bahwa hakim dilarang untuk 

memutus lebih dari apa yang dituntut. 

Ultra Petita dalam ranah hukum pidana telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa 

musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berdasarkan 

pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan..27 

Secara normatif, putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada 

dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 

 
 25 I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 522. 
 

 26 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801. 

 

 27 Juniansyah, Edo, and Saipuddin Zahri. "Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 24, No. 1, 

(2024), hlm. 44 
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Tidak ada ketentuan yang membenarkan tentang hakim yang 

memutus perkara diluar dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut 

umum, padahal bisa saja terjadi bahwa pada prakteknya ditemukan 

kasus dimana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan berdasarkan pada fakta yang terungkap di 

persidangan namun tidak masuk dalam dakwaan penuntut umum. 

Oleh karena itu, secara tidak langsung terdapat batasan 

terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 

pidana, yakni hakim dilarang melampaui ruang lingkup dakwaan yang 

diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun, batasan ini kerap kali 

dilanggar atau diterobos oleh hakim dengan dalih menegakkan keadilan 

subtantif, sehingga menimbulkan putusan pidana yang tidak 

sepenuhnya berdasar pada dakwaan yang diajukan. 

Berbicara mengenai penilaian cacat atau tidaknya suatu 

putusan hakim harus ditinjau berdasarkan pada asas-asas putusan yang 

secara normatif wajib untuk diterapkan dalam penetapan putusan.28 

Pada hakikatnya asas-asas tersebut dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg serta 

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang meliputi: 

a. Menurut Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 

 
 28 Eny Susilowati, Endrawati, dan Mahdi Surya Aprilyansyah. "Kedudukan Dan Manfaat 

Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim." Jurnal Sociopolitico, Vol. 6:2 (2024), hlm. 195. 
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Setiap putusan yang dibuat hakim harus mengandung alasan yang 

jelas. Ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan 

pengadilan harus mencakup alasan dan dasar putusan yang jelas, 

juga dalam putusan tersebut harus mencantumkan pasal- pasal 

dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

perkara yang sedang diperiksa, atau sumber hukum yang tidak 

tertulis dapat pula menjadi bahan rujukan dalam mengadili. 

Selanjutnya, Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan 

seorang hakim melakukan analisis tentang nilai-nilai, mematuhi 

dan memahami nilai-nilai hukum serta memupuk rasa keadilan 

yang ada di kehidupan masyarakat. 

Berdasar pada ketentuan diatas, apabila sebuah putusan 

tidak cukup dipertimbangkan dengan dasar pasal-pasal hukum 

positif, peraturan perundang- undangan, hukum kebiasaan, 

yurisprudensi atau doktrin hukum maka putusan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai putusan cacat yuridis, hal ini menimbulkan 

putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. 

Berlaku pula pada putusan yang mengandung pertentangan 

internal (kontradiktif), karena putusan yang seperti ini dinilai 

tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas, logis dan 

terperinci. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan yang pada 
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penyusunannya tidak terdapat alasan yang memadai dapat 

dianggap sebagai putusan yang melanggar asas Onvoldoende 

Gemotiveerd, yakni asas yang mewajibkan setiap putusan dibuat 

dengan pertimbangan hukum yang memadai dan dapat 

dipertimbangkan.29 

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

Asas berikutnya yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 

189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan 

pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili secara 

menyeluruh terhadap setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak 

diperkenankan untuk hanya memeriksa dan memutus sebagian 

dari gugatan saja dan mengabaikan gugatan lainnya, karena hal 

tersebut bertentangan dengan asas keutuhan atau kelengkapan 

pemeriksaan dalam proses peradilan.  

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

Menurut Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBbg dan 

Pasal 50 RV, menyatakan bahwa putusan hakim tidak boleh 

melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Larangan ini 

dikenal dengan Ultra Petitum Partium yakni asas yang memberi 

larangan terhadap hakim untuk memutus perkara lebih dari apa 

 
 29 Ramdani Wahyu Sururie, Putusan Pengadilan (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2022), 

hlm. 25. 
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yang diminta oleh para pihak. Apabila hakim memutus dengan 

melebihi posita maupun petitum yang diajukan dalam gugatan 

maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk 

pelanggaran batas wewenang atau pelampauan wewenang (ultra 

vires), yang dalam hal tersebut bertentangan dengan prinsip 

keadilan dan batas wewenang yudisial. 

d. Diucapkan di Muka Umum 

Melalui asas fair trial, proses pemeriksaan perkara di persidangan 

harus dilakukan secara terbuka, sehingga dapat memberikan 

jaminan bahwa dalam seluruh proses persidangan bersifat jujur 

dan transparan dari awal hingga akhir. Prinsip terbuka untuk 

umum dalam peradilan ini berlaku sejak mulai diperiksa hingga 

berakhirnya pengadilan dengan adanya putusan yang ditetapkan. 

Namun demikian, tentu saja terdapat pengecualian terhadap 

beberapa perkara, misalnya perceraian secara tertutup. Meskipun 

proses persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, 

putusan tetap wajib dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka 

untuk umum. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau 

upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode 

ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah 
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yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, guna menemukan, 

mengembangkan, serta membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.30 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan serta mengkaji 

kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Kaidah yang dimaksud 

dalam hal ini mencakup asas hukum, norma hukum, sistem hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek 

penelitian. Menurut Sudikno Mertokusumo, untuk melengkapi data 

atau bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, 

penelitian tersebut juga dapat didukung dengan penelitian lapangan 

guna memperoleh data tambahan yang relevan dengan permasalahan 

yang dikaji.31 Data lapangan diperoleh dari wawancara terhadap 

praktisi hukum guna melihat implementasi dan pandangan praktis atas 

putusan tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menyajikan uraian serta gambaran secara objektif 

mengenai suatu fenomena atau keadaan hukum tertentu. Pendekatan 

 
 30 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode penelitian hukum: normatif dan empiris 

(Prenada Media, 2018), hlm. 3. 

 

   31Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta, 

2008),hlm. 77 
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secara deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi serta menjabarkan 

tentang kondisi yang tengah diteliti dengan cara yang sistematis sesuai 

dengan fakta yang terjadi. Penelitian ini juga bersifat analitis, yakni 

menganilisis secara kritis serta mendalam terhadap norma-norma 

hukum yang relevan. Dengan sifat penelitian yang deskriptif-analitis 

ini, penulis akan memaparkan tentang fakta-fakta hukum, memberikan 

penilaian yuridis terkait praktik peradilan yang terjadi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan serta putusan hakim 

dalam perkara tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum 

acara pidana serta asas keadilan yang menjadi landasan peradilan di 

Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris terdapat 

tiga kategori pendekatan. Pertama, Non Judicial Case Study, yaitu 

pendekatan studi terhadap kasus hukum yang tidak melibatkan konflik, 

sehingga tidak memerlukan intervensi atau penyelesaian melalui 

lembaga peradilan. Kedua,  Judicial Case Study, yakni studi atas 

perkara hukum yang mengandung konflik dan telah diselesaikan 

melalui putusan pengadilan, sehingga akan menghasilkan 

yurisprudensi. Ketiga, Live Case Study, merupakan pendekatan 
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terhadap peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung sehingga 

belum mencapai putusan akhir.32  

Sehingga dalam penelitian ini digunakan pendekatan Judicial 

Case Study, yakni pendeketan studi kasus terhadap suatu perkara 

hukum yang mengandung konflik dan telah diselesaikan melalui proses 

peradilan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa Putusan 

Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk merupakan perkara 

pidana tindak pidana korupsi yang memperoleh putusan akhir dari 

pengadilan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menelaah secara 

yuridis pertimbangan hukum hakim, khususnya terkait dengan Ultra 

Petita dalam menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dikumpulkan secara direct dari lapangan penelitian 

melalui observasi (pengamatan secara langsung), wawancara atau 

bertanya langsung dengan narasumber, maka data primer 

merupakan jenis data yang paling signifikan yang dipergunakan 

dalam kepenulisan ini. Dalam penelitian ini data primet akan 

diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim, jaksa dan 

akademisi hukum pidana. 

 
 32 Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan 

Gabungan (Unigres Press, 2023), hlm. 24-25. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sejatinya sudah tersedia dan telah 

terkompilasi sehingga peneliti dapat memperoleh dan 

mengumpulkan data ini dari sumber yang telah 

menyediakannya.33 Data sekunder adalah data yang didapatkan 

secara tidak langsung dengan menggunakan studi kepustakaan, 

literatur serta norma ataupun asas yang relevan dengan penelitian 

ini. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni: 

a.  Bahan Hukum Primer, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia; 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pemberlakukan Rumuasan  Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai 

Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Dengan 

 
 33 David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam 

menyelenggarakan penelitian hukum," Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8:8 (2021), 

hlm. 2471. 



26 
 

 
 

Mengedepankan Asas Keadilan dan Kemanfaatan; 

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi; 

b. Bahan Hukum Sekunder yang didapatkan dari buku hukum, 

jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar (asas 

hukum) ataupun doktrin para ahli yang berkenaan dengan 

masalah yang menjadi objek penelitian dengan cara 

memahami putusan pengadilan. 

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung 

pada penelitian yang memberikan penjelasan terkait bahan 

hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum, 

internet, karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana yang 

berkaitan. 

5. Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan 

menggunakan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan 

penelitiannya serta menganalisis dengan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian. 

b. Studi Lapangan (Field Reaserch) 

Studi lapangan merupakan teknik mengumpulkan data dengan 

metode observasi (pengamatan), wawancara serta survei guna 
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mendapatkan data serta informasi awal dari penelitian serta guna 

mendapatkan teori yang akan digunakan atau untuk 

memperdalam pemahaman peneliti. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk menemukan serta menyusun 

dengan terstruktur terhadap hasil catatan, interview (wawancara) serta 

observasi (pengamatan) atau dokumen-dokumen guna meningkatkan 

pengetahuan peneliti terhadap topik yang tengah diteliti.34 Metode yang 

akan dilakukan oleh peneliti dalam analisis data adalah analisis 

kualitatif yaitu mengemukakan data tentang topik yang dibahas. 

Kemudian melakukan analisis dengan memakai beberapa kesimpulan 

temuan dari hasil penelitian.  

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa teknik analisis data 

kualitatif lebih bersifat induktif, yakni sebuah proses analisis berdasar 

pada data yang diperoleh kemudian dijabarkan dengan pola 

hubungannya dan menjadikan hepotesis, selanjutnya dengan 

berpedoman pada hipotesis tersebut akan dicarikan data yang relevan 

lagi secara berkelanjutan guna dapat menarik kesimpulan apakah 

 
 34 Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data 

dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," Journal of Management, 

Accounting, and Administration, Vol. 1:2 (2024), hlm. 75. 
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hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak.35 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam penelitia ini akan disusun secara sistematik yang 

tercantum pada 5 (lima) bab, yakni : 

 Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian yang 

mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, serta 

sistematika penulisan. 

 Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum 

tentang tindak pidana korupsi, pengertian serta karakteristik surat dakwaan 

dan surat tuntutan, uraian mengenai peran dan kewenangan hakim dalam 

sistem peradilan pidana, serta pembahasan mengenai Asas Ultra Petita dalam 

hukum acara pidana. 

 Bab ketiga, akan menjabarkan tentang informasi yang berkaitan 

dengan kasus yang sedang di teliti meliputi kronologi perkara, surat dakwaan 

dan tuntutan jaksa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, amar 

putusan dan hasil wawamcara dengan jaksa, hakim serta akademisi hukum 

pidana. 

 Bab keempat, membahas terkait hasil analisis pertimbangan hukum 

oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dari tuntutan 

 
 35 Abdul Fattah Nasution, Metode penelitian kualitatif (2023). 



29 
 

 
 

jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk 

dan menjabarkan apakah putusan hakim tersebut dibenarkan secara yuridis 

menurut asas Ultra Petita dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 

 Bab kelima, membahas terkait penutup. Dalam bab ini akan 

dipaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang ditulis lebih ringkas, sedangkan saran-

saran adalah rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya penyusun menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini memuat aspek 

yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, putusan didasarkan 

pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan berlandaskan alat bukti 

yang sah, fakta persidangan, serta keyakinan hakim. Secara filosofis, 

penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti bertujuan 

memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara, namun tetap 

perlu memperhatikan proporsionalitas dan perlindungan hak terdakwa. 

Secara sosiologis, Hakim mempertimbangkan keresahan masyarakat 

akibat korupsi serta sikap kooperatif terdakwa sehingga putusan 

tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat 

dan rehabilitasi terdakwa. 

2. Ultra petita dalam perkara pidana merupakan tindakan yang legal dan 

memiliki dasar hukum berbeda dengan ranah perdata. Dalam hukum 

acara pidana hakim bersifat aktif mencari kebenaran materiil sehingga 

ultra petita dimungkinkan sepanjang tidak keluar dari surat dakwaan. 

Dasar hukumnya antara lain Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang 

menyatakan musyawarah hakim didasarkan pada dakwaan serta Pasal 
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6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan 

kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai 

keyakinannya. Dengan demikian, putusan a quo yang melampaui 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap sah secara hukum sebagai wujud 

kemandirian kekuasaan kehakiman. 

 

B. Saran 

1. Bagi Penuntut Umum, disarankan agar dalam menyusun tuntutan 

pidana khususnya terkait uang pengganti dan perampasan aset dalam 

perkara tindak pidana korupsi, dilakukan secara lebih cermat dan 

sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar tidak 

menimbulkan perdebatan mengenai penerapan Asas Ultra Petita. 

2. Dalam menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan 

yang melebihi tuntutan (ultra petita), Hakim diharapkan selalu 

menyertakan pertimbangan hukum yang sangat jelas, logis, dan kuat. 

Hal ini penting agar putusan tersebut tidak hanya memberikan keadilan 

yang nyata bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kepastian 

hukum. Selain itu, Hakim perlu memperhatikan sisi praktis agar nilai 

uang pengganti atau denda yang ditetapkan benar-benar dapat 

dieksekusi oleh Jaksa di lapangan, sehingga tujuan untuk memulihkan 

kerugian negara dapat tercapai secara tuntas tanpa hambatan teknis. 
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